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PERLU INTERVENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH
Banyak Tunggakan, Lembaga Pendidikan Harus Tkut Peduh

YOGYA (KR) - Selama masa gakan biaya pendidikan justru
pandemi Covid-19 tidak sedikit membuat si anak didik enggan ma-
siswa yang terpaksa memiliki tung- suk sekolah karena takut ditagih
gakan biaya untuk sekolah. saat tiba di sekolah. Pada kondisi
Terutama jenjang sekolah swasta * seperti itu, Adji berharap para
baik tunggakan SPP maupun biaya komite sekolah lebih memper-
operasional atau uang gedung. hatikan kondisi siswa. Bukan seba-
Sehingga lembaga pendidikan pun liknya, komite sekolah justru con-
harus ikut peduli dengan kondisi dong pada kepentingan sekolah se-
tersebut. mata.

Anggota Fraksi NasDem DPRD Adji pun berharap ada intervensi
Kota Yogya Choliq Nugroho Adji, kebijakan dari pemerintah terkait
mengutarakan dirinya banyak kondisi tersebut. Kebijakan tidak
mendapat keluhan dari orangtua sekadar imbauan kepada sekolah
siswa terkait tunggakan yang di- swasta melainkan harus mengikat
alaminya. “Orangtua yang memi- - supaya ada jaminan ditindaklanju-
liki anak usia sekolah di jenjang CholiN e KR-AhiWahdan ¢ “Bukan tidak mungkin, akibat
swasta harus memikirkan biaya. oliq Nugroho Adji banyaknya tunggakan kelak:
Jika akhirnya terjadi tunggakan,  Selain itu semua sekolah juga muncul persoalan penahanan.
sekolah seharusnya memaklumi telah menerima Bantuan Operasio-  ijazah oleh pihak sekolah. Padahal,:
karena kondisi pandemi seperti nal Sekolah (BOS) dari pemerintah  jjazah merupakan hak setiap smwgi
ini,” tandasnya. pusat. Tidak sepatutnya penyeleng-  ketika telah menyelesaikan masa’

Oleh karena itu pihak pengelola garaan pendidikan di sekolah  pendidikan pada jenjang tertentu. .
sekolah pun seharusnya turut pe- swasta kemudian : sepenuhnya ' Meski saat ini sudah ada skema.
duli. Kepedulian dapat ditun- dibebankan kepada masyarakat. Jaminan Pendidikan Daerah (JPD),
jukkan dengan memberikan ~ “Kita harus sama-sama ikut namun komposisinya harus betul-be-
keringanan berupa diskon atau pe- merasakan dampak ' pandemi. tul cermat. “Kalau tidak ada panderny
nundaan. Khususnya untuk pem- Banyak orangtua siswa yang ter- - mungkin tidak akan urgen. Tapi kii-
bayaran uang gedung atau opera- *paksa dirumahkan bahkan di-PHK  mi akan terus mengawal bagi anak
sional bagi sekolah swasta. Apalagi dan tidak mendapat gaji. Semen- yang ikut terdampak. Apalagi yang
selama masa pandemi, hampir ti- tara bagi tenaga kependidikan dan . orangtuanya dirumahkan dan harus
dak ada aktivitas pembelajaran di  guru ASN, gaji yang diterimanya  susah payah mencari pekerjaan na-
sekolah, sehingga kebutuhan seper- utuh tanpa ada potongan,” urai mun sudah diharuskan membayar.
ti biaya listrik juga seharusnya ikut ~ Adji. biaya sekolah anaknya,” ungkap Adji.
berkurang, Jangan sampai adanya tung- . (Dhi)-d

=" =
Instansi Nilai Berita Sifat Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan Netral Biasa Untuk Diketahui

Y ogyakarta, 26 Agustus 2026
Kepaa

lg. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005


mailto:upik@jogjakota.go.id
http://www.jogjakota.go.id
http://www.tcpdf.org

